
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pelayanan dalam Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung

Pengajuan permohonan pelayanan perizinan di laksanakan di ruang/bagian depan (front line) BPMPPT Kota Bandung. Pemohon masuk melalui satu pintu utama menuju front line. Pemohon dapat melaksanakan sendiri secara langsung pengajuan permohonan pelayanan perizinannya di ruangan tersebut. Pemohon juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili pengurusan permohonan pelayanan perizinannya. Apabila diwakilkan kepada orang lain, maka harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan. Pemohon yang datang langsung ke ruangan tersebut maupun yang diwakilkan, terlebih dahulu harus melengkapi berkas permohonan perizinan sebelum diajukan.


Berkas permohonan perizinan harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada pada setiap jenis perizinan yang dilayani oleh BPMPPT Kota Bandung. Apabila jenis perizinan tertentu yang diajukan berkaitan dengan jenis perizinan yang lainnya atau menjadi lebih dari satu jenis perizinan yang diajukan, maka pemohon dapat mengajukan pelayanan secara terpadu.  Adapun ketentuannya yaitu, satu permohonan pengajuan pelayanan tersebut berlaku untuk setiap jenis pelayanan yang dimohon. Dalam pengajuan pelayanan terpadu setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon. Lebih lanjut pemohon dapat langsung mendatangi loket pelayanan informasi dan pengaduan untuk lebih memahami informasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan permohonan pelayanan perizinan.


Informasi mengenai kelengkapan persyaratan harus jelas dan pasti. Masing-masing jenis perizinan yang dilayani oleh BPMPPT Kota Bandung memuat persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilengkapi dalam berkas pengajuan permohonan pelayanan perizinan. Setiap jenis izin, baik yang termasuk dalam jenis izin usaha maupun izin non usaha masing-masing memuat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas permohonan pelayanan perizinan. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

I. Perizinan Non Usaha

1. Persyaratan Izin lokasi;

A. Izin Lokasi Permohonan Baru

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau Surat Izin Usaha bagi perusahaan perorangan;

c. Surat Keterangan NPWP;

d. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;

e. Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;

f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;

g. Surat persetujuan Presiden bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA atau dari Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN;

h. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan Perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya;

i. Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dan pemilik tanah yang sah;

j. Surat keterangan lain yang dipandang perlu.

B. Izin Lokasi Perpanjangan/dispensasi perpanjangan

a. Surat Permohonan Izin Lokasi;

b. Peta lokas tanah yang dimohon;

c. Peta penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini;

d. Peta tata ruang di lokasi yang bersangkutan;

e. Peta site Plan/Blok Plan dari tanah yang dimohon;

f. Hasil monitoring pelaksanaan Izin Lokasi saat diajukan dispensasi (dinyatakan dalam daftar dan peta) sebagai berikut:

· Luas tanah yang telah diperoleh;

· Luas yang telah diberikan SK Hak;

· Luas yang telah disertifikatkan;

· Luas yang telah dibangun;

g. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;

h. Data lain yang relevan (photo lokasi dsb);

i. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama.

2. Persyaratan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi KTP atau identitas pemohon lainnya;

c. Gambar rencana bangunan;

d. Fotokopi PBB tahun terakhir;

e. Surat kuasa jika menguasakan.

3. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

A. Untuk Bangunan Rumah Tinggal

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi bukti pemilikan tanah;

c. Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum;

d. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;

e. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;

f. IPPT;

g. Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100 (4x);

h. Gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja apabila bertingkat (2x);

i. Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb;

j. Fotokopi KTP;

k. PBB tahun terakhir.

B. Untuk Bangunan bukan Rumah Tinggal

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi bukti pemilikan tanah;

c. Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum;

d. Surat pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;

e. Surat Kuasa pengurusan apabila dikuasakan;

f. IPPT;

g. Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100 (4 rangkap)

h. Gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja apabila bertingkat (2 rangkap);

i. Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb;

j. Hasil penilitian tanah untuk bangunan besar dan atau bertingkat 3 atau lebih dan/atau terletak di daerah yang struktur rawan bertingkat (3 rangkap)

k. Fotokopi KTP;

l. PBB tahun terakhir.

4. Persyaratan Izin pemancangan tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sejenisnya;

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi KTP;

c Peta lokasi dan gambar rencana;

d Perhitungan struktur konstruksi;

e Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Konstruksi.

5. Persyaratan Izin pembuatan jalan masuk pekarangan.

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi KTP;

c. Fotokopi Identitas Badan Hukum (bila pemohon a/n badan hukum)

d. Peta Lokasi

e. Gambar Rencana pemanfaatan kekayaan daerah;

f. Fotokopi PBB Persil yang bersangkutan..

6. Persyaratan Izin pembuatan jalam masuk di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya.

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi KTP;

c. Peta Lokasi

d. Gambar Rencana Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

7. Persyaratan Izin penutupan/penggunaan trotoar, berm dan saluran.

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi KTP

c. Fotokopi identitas Badan Hukum (bila pemohon badan hukum)

d. Peta lokasi

e. Gambar Rencana pemanfaatan kekayaan daerah;

f. Fotokopi PBB Persil.

8. Izin pematangan lahan/tanah.

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi KTP;

c. Fotokopi Identitas Badan Hukum (bila pemohon badan hukum);

d. Peta Lokasi atau Gambar rencana.

e. Persetujuan pemanfaatan ruang atau IPPT;

f. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah yang akan dimatangkan.

9. Persyaratan Izin pengelolaan air bawah tanah.

a. Fotokopi KTP Pemohon;

b. Rekomendasi dan saran teknik dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jabar

c. Sertifikat dari Asosiasi dan Heregistrasi LPJK;

d. Bukti kepemilikan Instalasi Bor;

e. IMB, Site Plan, Gambar/peta lokasi dan situasi;

f. Sertifikat tanah/keterangan Kepemilikan Tanah dan PBB terakhir;

g. Akta pendirian Perusahaan (bagi Badan Hukum) dan HO;

h. Pernyataan Tidak Keberatan dari masyarakat sekitar proyek;

i. Pernyataan Konservasi dan Kelestarian Alam.

· Surat izin lama

· Kartu Herregistrasi;

· KTP dan PBB terakhir.

10. Persyaratan Izin penggalian ruang milik jalan (Rumija).

a. Fotokopi KTP;

b. Fotokopi Identitas badan hukum;

c. Peta / lokasi yang akan dipakai/dimanfaatkan;

d. Rencana pemanfaatan kekayaan daerah.
11. Persyaratan Izin pengambilan air permukaan.

A. Izin Baru

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi KTP pemohon;

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan  dan/atau Perubahannya

d. Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau situasi

e. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah.

f. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan penyelenggaraan pengairan tanah

h. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan

i. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir

j. Peta lokasi pengambilan air permukaan skala 1:100 dan peta Situasi skala 1:1000 atau 1:10.000;

k. Fotokopi Izin Lokasi dan Izin Usaha;

l. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat dengan Input Study Water Balance;

m. Gambar Konstruksi Bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait lengkap dengan bangunan ukur (water meter) serta meperhatikan garis sempadan sungai/saluran;

n. Rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan;

o. Rekomendasi/Serbaguna dari Lurah dan Camat setempat.

B. Daftar Ulang/Herregistrasi.

a Mengisi dan menandatangani permohonan

b Kartu Daftar Ulang

c Fotokopi Surat izin Penyelenggaraan Pengairan

d Fotokopi KTP pemegang Izin

e Fotokopi bukti pelunasan Retribusi pengairan

f Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

12. Persyaratan Izin pembuangan air buangan ke sumber air.

A. Permohonan Izin Baru.

a. Mengisi dan menandatangani permohonan;

b. Fotokopi KTP pemohon

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d. Fotokopi IMB, Site plan berikut lampiran Gambar denah atau Situasi;

e. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/ Keterangan Kepemilikan/pemakaian tanah;

f. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan;

h. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i. Fotokopi Bukti elunasan PBB tahun terakhir;

j. Peta lokasi pembuangan ke sumber air skala 1:100 dan Peta Situasi skala 1:1000;

k. Fotokopi Izin lokasi dan Izin Usaha;

l. Proposal teknis rencana volume air yang akan dibuang ke sumber air saluran/sungai;

m. Gambar konstruksi bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait lengkap dengan bangunan ukur (water meter) serta memperhatikan garis sempadan sungai/saluran.

B. Daftar Ulang (Herregistrasi)

a Mengisi dan menandatangani permohonan;

b Kartu Daftar Ulang Asli;

c Fotokopi izin Penyelenggaraan Pengairan;

d Fotokopi KTP pemegang Izin;

e Fotokopi bukti pelunasan retribusi pengairan;

f Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

13. Persyaratan Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/sungai.

a. Mengisi dan menandatangani fomulir permohonan;

b. Fotokopi KTP pemohon;

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahan dan/atau Perubahannya;

d. Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/Keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW)

h. Pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i. Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir;

j. Peta lokasi saluran yang ada pada lokasi yang dimohondengan skala 1:500 atau skala 1:1000 dan perencanaan profil memanjang dan melintang dari saluran baru;

k. Fotokopi Izin Lokasi;

l. Berita Acara serah terima lahan ssaluran lama dan baru.

14. Persyaratan Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dbangun oleh masyarakat.

a. Mengisi dan mendatangani permohonan;

b. Fotokopi KTP pemohon;

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d. Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW);

h. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i. Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

j. Peta Situasi gambar konstruksi baik bangunan atau perkuatan tanggul ssaluran/sungai pada lahan dimaksud dengan skala 1:100 dan Skala 1:1000.

15. Persyaratan Izin pembangunan lintasan yang berada di bawah/di atasnya.

a Mengisi dan mendatangani permohonan;

b Fotokopi KTP pemohon;

c Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW);

h Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

j Peta situasi saluran skala 1:500 dan skala 1:1000. Dengan gambar perencanaan profil memanjang, melintang saluran serta konstruksi dan detailnya. 

16. Persyaratan Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan dan saluran/sungai.

a Mengisi dan menandatangani permohonan;

b Fotokopi KTP pemohon;

c Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW);

h Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

j Peta situasi sungai/saluran pada lahan yang dimohon dengan skala 1:100 dan skala 1:1000.

17. Persyaratan Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

a Mengisi dan mendatangani permohonan;

b Fotokopi KTP pemohon;

c Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW);

h Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

j Peta situasi sungai/saluran pada lahan yang dimaksud dengan skala 1:100 dan skala 1:1000.

k Gambar konstruksi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)

18. Persyaratan Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada Daerah Sempadan dan Saluran/Sungai

a Mengisi dan mendatangani permohonan;

b Fotokopi KTP pemohon;

c Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

d Fotokopi IMB, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah atau Situasi;

e Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah;

f Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;

g Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW);

h Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

i Fotokopi Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

j Peta situasi sungai/saluran pada lahan yang dimohon dengan skala 1:100 dan skala 1:1000.

II. Perizinan Operasional Usaha

1. Persyaratan Izin undang-undang gangguan (HO)/izin tempat usaha.

A. Untuk Pemohon Baru

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan peruntukannya, berikut gambar denah dan situasi

c. Fotokopi sertifikat tanah dan/atau keterangan pemilik/pemakai tanah;

d. Surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan, jika bukan milik sendiri;

e. Fotokopi akta pendirian usaha (bagi yang berstatus Badan hukum);

f. Fotokopi KTP pemohon;

g. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah dan Camat;

h. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

i. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui RT dan RW);

j. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;

B. untuk herregistrasi

a Kartu daftar ulang asli

b Fotokopi Surat izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha

c Fotokopi KTP

d Fotokopi PBB terakhir

2. Persyaratan Tanda daftar perusahaan (TDP)

A. Perseroan Terbatas (PT)

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan serta data akata Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Menteri (dengan menunjukan aslinya);

c. Fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum (dengan menunjukkan aslinya);

d. Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama/Penanggung Jawab;

e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan Instansi/Dinas yang berwenang;

f. Fotokopi Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan.

B. Perusahaan Berbentuk Koperasi

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi akta pendirian koperasi;

c Fotokopi KTP Ketua dan Badan Pengawas;

d Fotokopi Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;

e Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan Instansi/Dinas yang berwenang;

f Fotokopi Izin tempat usaha/Izin Undang-undang Gangguan.

C. Perseroan Komanditer (CV)

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

c Fotokopi KTP atau Paspor Penanggung Jawab;

d Fotokopi Izin Usaha atau surat surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;

e Fotokopi Izin tempat usaha/Izin Undang-undang gangguan.

D. Firma

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

c Fotokopi KTP atau Paspor Penanggung Jawab;

d Fotokopi Izin Usaha atau surat surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;

e Fotokopi Izin tempat usaha/Izin Undang-undang Gangguan.

E. Perorangan

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi Izin Usaha atau surat surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;

c Fotokopi Izin tempat usaha/Izin Undang-undang Gangguan.

F. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Perwakilan Perusahaan

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau surat penunjuk atau surat keterangan yang disamakan dengan itu sebagai Kantor cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Perwakilan;

c Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Pusat;

d Fotokopi Izin Usaha atau surat surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang atau Kantor Pusat yang bersangkutan;

e Fotokopi Izin tempat usaha/Izin Undang-undang Gangguan.

G. Perusahaan Asing

a Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b Fotokopi Teknis dari BKPMD;

c Fotokopi Paspor (yang ada dalam kepengurusan Perusahaan).

3. Persyaratan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

A. Perseroan Terbatas

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan

c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri  bagi Perseroan Terbatas;

d. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;

e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan;

g. BiayaNeraca awal Perusahaan;

h. Berita acara pemeriksaan perusahaan;

i. Pas Photo (4x6) 2 lembar.

B. Koperasi

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi

c. Fotokopi KTP Pemimpin/Penanggung Jawab Koperasi

d. Fotokopi NPWP Perusahaan

e. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);

f. Neraca awal perusahaan;

g. Berita acara pemeriksaan perusahaan;

h. Pas photo (4x6) 2 lembar

C. Perusahaan yang tidak Berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

c. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;

d. Fotokopi NPWP Perusahaan;

e. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);

f. Neraca awal perusahaan

g. Berita acara pemeriksaan perusahaan;

h. Pas photo (4x6) 2 lembar.

D. Perorangan

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;

c. Fotokopi NPWP Perusahaan;

d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);

e. Neraca awal perusahaan

f. Berita acara pemeriksaan perusahaan;

g. Pas photo (4x6) 2 lembar.

4. Persyaratan Tanda Daftar Gudang (TDG).

a. Mengisi dan menandatangani formulir;

b. Gambar denah lokasi gudang;

c. Fotokopi KTP Pemohon;

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

e. Tanda Daftar Perusahaan;

f. NPWP Pemohon/Perusahaan;

g. Undang-undang gangguan (HO);

h. Berita acara pemeriksaan lokasi.

5. Persyaratan Izin usaha industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Materai Rp. 6.000 -sebanyak 2 buah;

c. Fotokopi NPWP sebanyak 4 lembar;

d. Fotokopi KTP sebanyak 4 lembar;

e. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir bagi perusahaan berbadan hukum sebanyak 4 lembar;

f. Fotokopi Bukti Kewarganegaraan WNI Keturunan sebanyak 4 lembar;

g. Daftar mesin dan peralatan;

h. Daftar bahan baku penolong.

6. Persyaratan Izin Usaha Kepariwisataan (IUK)

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Pas photo dan Fotokopi KTP;

c. Salinan Izin Undang-undang Gangguan(HO);

d. Studi kelayakan;

e. PBB tahun terakhir;

f. NPWP;

g. Khusus untuk Izin perpanjangan, melampirkan izin lama.

7. Persyaratan Izin trayek

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi KTP;

c. Buku Uji;

d. STNK;

e. Surat Keterangan Pemilikan/penguasaan;

f. Izin Usaha Angkutan;

g. Denah lokasi garasi bagi perusahaan angkutan;

h. Khusus perpanjangan, melampirkan juga Izin dan Kartu Pengawasan (K.P).

8. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);

c. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi/Lembaga;

d. Fotokopi NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak);

e. Fotokopi Surat Izin Undang-undang Gangguan atau Surat Izin Tempat usaha/Domisili Perusahaan;

f. Penanggung Jawab Bidang/Teknis Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan photo copy Ijazah, sertifikat dan KTP;

g. Pas photo terakhir Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm, berwarna;

9. Persyaratan Izin Pengelolaan Tempat Parkir 

a. Fotokopi NPWP;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;

c. Fotokopi KTP;

d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

e. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan yang dibuktikan dengan pemilikan atas tanah.

10. Persyaratan Izin Jasa Titipan.

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

b. Fotokopi akte pendirian perusahaan;

c. Mayoritas sahamnya atau modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;

d. Fotokopi NPWP;

e. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran o s/d 30 kg. (untuk jasa pengiriman paket barang);

f. Memiliki tenaga ahli di bidang pos sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos (untuk jasa pengiriman paket barang);

g. Mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa;

h. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan (untuk jasa pengiriman paket barang);

i. Fotokopi SITU;

j. Fotokopi KTP pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

k. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian atas nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

l. Fotokopi rencana usaha untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

m. Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota asosiasi;

n. Untuk kantor cabang, melampirkan surat penunjukkan/pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat.

o. Untuk Agen; melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan kantor pusat atau kantor cabang.

11.  Persyaratan Izin penyelenggaraan reklame

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

b. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya;

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

d. NPWP daerah pemohon;

e. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik produk yang akan menyelenggarakan reklame;

f. Fotokopi KTP pemohon dan /atau KTP Pemilik Advertising;

g. Fotokopi PBB tahun terakhir;

h. Fotokopi Izin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemerintah daerah dan/atau sertifikat tanah dari pemilik lahan;

i. Izin Undang-undang Gangguan (IUUG);

j. Gambar konstruksi reklame yang akan dipasang;

k. Naskah reklame dan data visual;

l. Ukuran reklame

m. Gambar lokasi yang dimohon 



Semua persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam masing-masing jenis izin tersebut di atas harus dilengkapi dalam berkas permohonan. Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan ketentuan atau tata cara yang harus diikuti dan dilengkapi oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pelayanan perizinan. Permohonan pelayanan perizinan yang dimaksud tersebut adalah permohonan pengajuan pelayanan perizinan untuk pemohon baru dan perpanjangan (herregistrasi) perizinan. 



Adapun apabila izin yang dimilki oleh pemohon hilang atau rusak, maka pemohon harus mendapatkan salinan Surat Izin yang hilang atau rusak tersebut. Untuk mendapatkan salinan Surat Izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan dengan melengkapi berkas permohonan yang terdiri dari beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan;

2. Fotokopi KTP pemegang izin;

3. Bukti laporan kehilangan dari kepolisian (untuk dokumen yang hilang); dan

4. Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).

Pemohon yang telah mendapatkan pemahaman dan informasi di loket pelayanan informasi mengenai persyaratan-persyaratan administrasi seperti yang telah disebutkan di atas, maka selanjutnya pemohon harus mengisi formulir pendaftaran dan menandatanganinya. Permohonan pengajuan izin pada umumnya dilakukan secara tertulis, sering kali dengan cara mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Formulir yang tersedia pada umumnya berisi kolom-kolom yang mesti diisi oleh pemohon. Adanya formulir permohonan izin tersebut akan memudahkan pihak pemohon dalam pengajuan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin. Begitu juga bagi pihak aparatur yang menangani permohonan, akan memudahkan dalam membaca dan mengolah permohonan tersebut. Selain formulir permohonan, persyaratan-persyaratan administrasi lainnya seperti yang telah disebutkan di atas pada masing-masing izin, merupakan data-data yang akan digunakan dalam proses penanganan dan penerbitan izin oleh petugas atau pejabat yang berwenang.

Formulir permohonan dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya harus disertakan dalam berkas permohonan. Pemohon yang telah melengkapi berkas permohonan tersebut harus menyerahkannya atau mendaftarkannya ke loket pelayanan perizinan. berkas permohonan izin harus deserahkan kepada loket pelayanan yang mengelola perizinan sesuai dengan bidangnya. Apabila jenis izin yang diajukan merupakan bagian dari perizinan usaha maka harus di serahkan kepada Loket Pelayanan Perizinan Usaha. Demikian sebaliknya apabila merupakan perizinan non usaha maka harus diserahkan melalui Loket Pelayanan Perizinan Non usaha. 


Berkas permohonan izin yang telah diserahkan kepada petugas di loket pelayanan perizinan akan di periksa kelengkapannya. Petugas loket pelayanan, baik bagian usaha maupun bagian nonusaha akan memeriksa berkas permohonan tersebut, sebelum diproses lebih lanjut. Apabila berkas permohon belum memenuhi syarat atau belum lengkap, maka petugas akan mengembalikannya untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon. Setelah itu apabila berkas permohonan telah lengkap atau memenuhi persyaratan, petugas akan memberikan tanda bukti pendaftaran atau Resi kepada pemohon yang mengajukan izin tersebut.


Pemohon yang telah menerima tanda bukti pendaftaran, tinggal menunggu proses pengolahan dan penerbitan izin.  Dengan demikian proses pengajuan permohonan pelayanan perizinan telah dilaksanakan oleh pemohon. Dan dengan demikian pula, semua  tahap pelaksanaan pengajuan permohonan pelayanan perizinan tersebut diselenggarakan dalam satu tempat yaitu di front line  BPMPPT Kota Bandung. 

4.2.
Tata Cara Penanganan Pelayanan dalam Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung

Tahap penanganan pelayanan perizinan merupakan bagian yang penting dari tahapan pemrosesan izin yang diajukan pemohon. Diperlukan kecermatan, kematangan dan kehati-hatian dalam memproses setiap izin.  Mulai dari awal pengajuan permohonan sampai dengan terbitnya izin, harus ditangani dengan tepat.  Hal ini perlu diperhatikan sebab dalam suatu pengambilan keputusan hukum, prinsip bertindak cermat dan hati-hati tidak bisa diabaikan. Setiap keputusan yang keluar atau izin yang diterbitkan, itu berarti dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup banyak. Oleh karena itu dalam setiap proses penerbitan izin, diperlukan jangka waktu tertentu untuk menanganinya. Di BPMPPT Kota Bandung sendiri diperlukan waktu maksimal 12 hari hingga 14 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi. Dalam masa jangka waktu inilah proses penangan pelayanan perizinan harus dapat diputuskan. 


Penanganan pelayanan perizinan berjalan setelah berkas-berkas pengajuan permohonan izin diperiksa dan diterima oleh petugas di loket pelayanan perizinan. Proses penanganan selanjutnya berlangsung di ruang/bagian belakang (back line) BPMPPT Kota Bandung. Petugas loket pelayanan perizinan yang berada di front line akan menyerahkan semua berkas yang telah diperiksa ke petugas di back line. Di masing-masing loket pelayanan perizinan, baik perizinan usaha maupun perizinan non usaha, terdapat satu pintu yang menghubungkan front line dengan back line. Melalui pintu-pintu inilah petugas di loket pelayanan perizinan tersebut menyerahkan berkas-berkas permohonan perizinan untuk ditangani lebih lanjut.


Berkas permohonan izin ditangani oleh petugas di bidangnya masing-masing. Dalam menangani perizinan tertentu, petugas/tim teknis yang berwenang wajib mengadakan pemeriksaan dan peninjauan di lapangan. Pemeriksaan ke lapangan bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan yang ada dalam berkas pengajuan permohonan perizinan. Kelengkapan persyaratan administrasi yang berupa dokumen tertulis  seperti gambar, denah, grafik, dan sebagainya yang ada dalam berkas pengajuan tersebut perlu dikonfirmasikan ke lapangan mengenai kebenarannya. 


Proses penangan berkas pengajuan permohonan yang mencakup lebih dari satu jenis izin harus ditangani secara paralel. Pemrosesan layanan perizinan paralel dilakukan secara terpadu dan bersamaan. Proses pemeriksaan dan peninjauannya pun disatukan dan di laksanakan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang dimohon. Mengingat pentingnya proses pemeriksaan dan peninjauan tersebut untuk jenis izin tertentu, maka diperlukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan yang matang dan tepat. Perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan juga harus memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.



Pengajuan permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan ditangani terlebih dahulu oleh tim teknis yang bersangkutan. Sekretariat tim teknis yang berada di back line akan membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan perencanaan dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, tim teknis melaksanakan pemeriksaan ke lapangan. Tim teknis memeriksa kebenaran syarat administrasi yang telah diajukan oleh pemohon. Kebenaran syarat-syarat administrasi tersebut harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.  


Hasil penelitian tim teknis di lapangan merupakan kepastian untuk melanjutkan proses penanganan perizinan ke tahap berikutnya. Kegiatan penelitian di lapangan dilaksanakan dalam rangka menangani pelayanan perizinan baru dan perubahan izin tertentu. Penelitian ke lapangan tidak harus selalu dilaksankanan untuk melayani perizinan tertentu. Misalnya saja dalam proses penanganan pelayanan perpanjangan (herregristrasi) dan pemberian salinan perizinan (dokumen izin hilang/rusak), tidak melalui proses pemeriksaan dan peninjauan ke lapangan oleh tim teknis terlebih dahulu. Berkas permohonan pelayanan perpanjangan dan pemberian salinan perizinan langsung di serahkan ke petugas pengolahan dan penerbitan izin. Begitu pun juga untuk berkas permohonan perizinan baru dan perubahan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan ke lapangan. Berkas akan langsung diserahkan ke petugas/pejabat yang berwenang mencetak atau menerbitkan izin. 


Persyaratan administrasi  yang telah sesuai dengan hasil penelitian di lapangan akan diproses ke tahap penanganan pelayanan perizinan berikutnya. Tim teknis memberikan keputusan atas kebenaran hasil yang didapat di lapangan. Tim teknis menyerahkan berkas permohonan izin beserta keputusan mengenai hasil yang diperolehnya di lapangan, ke bagian pengolahan dan penerbitan izin. Dengan demikian tahap pemeriksaan dan peninjauan ke lapangan telah selesai dilaksanakan oleh tim teknis.


Ada kemungkinan apabila syarat-syarat administrasi dalam berkas pengajuan permohonan tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Syarat-syarat administrasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tidak akan diproses lebih lanjut ke tahap pengolahan dan penerbitan izin. Berkas permohonan berikut hasil pemeriksaannya akan diserahkan langsung ke Sekretariat Badan oleh tim teknis. Sekretariat Badan yang bertugas memberikan penomoran dan pengarsipan akan membuat surat penolakan atau penangguhan. Surat penolakan/penangguhan tersebut akan di sampaikan kepada pemohon melalui loket penyerahan perizinan. Perihal penolakan/penagguhan pelayanan izin akan diinformasikan kepada pemohon yang bersangkutan. Pemohon harus mengkonfirmasi perihal tersebut di loket penyerahan perizinan.


Bagian pengolahan dan penerbitan izin bertugas di back line BPMPPT Kota Bandung. Petugas di bagian inii akan mengolah data-data kelengkapan persyaratan yang ada dalam berkas pengajuan permohonan. Dalam rangka pengolahan dan penerbitan izin dilaksanakan bersama-sama atau melalui koordinasi dengan instansi atau pejabat/petugas yang terkait dengan jenis izin yang sedang ditangani. Proses penerbitan izin di bagian ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi pengambilan keputusan. Setiap jenis izin memiliki dasar hukumnya masing-masing. Dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan dan sesuai dengan landasan yang menjadi dasar hukum diambilnya suatu keputusan. Dengan demikian izin yang diterbitkan akan mempunyai kekuatan atau kepastian hukum. Suatu Keputusan hukum yang telah diambil dalam rampat pengambilan keputusan tersebut, akan dicetak atau diterbitkan dalam suatu dokumen perizin. 


Setiap dokumen perizinan yang diterbitkan akan terkait dengan retribusi pajak yang harus di keluar oleh pemohonnya. Retribusi pajak ditentukan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai suatu jenis izin tertentu. Setiap jenis izin memiliki dasar hukumnya masing-masing. Dalam rangka penerbitan dokumen izin, bagian pengolahan dan penerbitan izin harus menghitung SKRD/SKP daerah. Penghitungan SKRD/SKP daerah dilakukan dengan berdasar kepada ketentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Bandung.


Dokumen izin yang telah selesai ditangani oleh bagian pengolahan dan penerbitan perizinan, harus ditandatangani oleh Kepala Badan. Kepala Badan harus mengetahu dan menyetujui penerbitan dokumen izin tersebut. Dokumen izin yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan, sudah siap untuk digunakan oleh pemohonnya. Sebelum diserahkan kepada pemohon, dokumen izin tersebut akan diserahkan kepada Sekretariat Badan. Sekretariat Badan harus mencatat penomoran dokumen izin untuk pengarsipan. Dokumen izin yang telah dicatat penomorannya akan diserahkan kepada pemohon melalui loket penyerahan perizinan. Dengan demikian serangkaian proses dan tahapan penanganan pelayanan perizinan yang berlangsung di back line BPMPPT Kota Bandung telah selesai dilaksanakan.
4.3. Tata Cara Penyampaian Hasil Pelayanan dalam Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung

Berkas dan Dokumen perizinan yang telah selesai ditangani harus disampaikan kepada pemohon. Penyampaian hasil pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hasil pelayanan dapat disampaikan dengan menghubungi langsung pemohonnya. Penyampaian izin juga dapat dlakukan dengan cara diumumkan terlebih dulu melalui media. Sebagai contoh BPMPPT Kota Bandung dapat mengunakan fasilitas sms gateaway melalui Handphone atau melalui fasilitas layanan website (internet) yang dimiliki BPMPPT Kota Bandung. Namun apabila fasilitas tersebut belum berjalan atau belum mendukung, pemohon dapat mengkonfirmasi hasil pelayanan dengan mendatangi langsung loket pelayanan setelah masa waktu proses penanganan pelayanan yang telah ditentukan berakhir.


Hasil penanganan pelayanan perizinan yang telah diproses di back line, akan diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan penyerahan perizinan yang berada di front line. Hasil penanganan pelayanan perizinan harus diketahui terlebih dahulu oleh Sekretariat Badan yang menangani bagian penomoran dan pengarsipan. Bagian penomoran dan pengarsipan harus mencatatan penomoran dan pengarsipan setiap perizinan yang telah diterbitkan. Bagian tersebut juga harus membuat surat penolakan atau penagguhan pelayanan perizinan. oleh karena itu hasil pelayanan perizinan harus melalui bagian tersebut  sebelum diserahkan ke loket pelayanan. 


Pemohon harus mendatangi loket pelayanan penyerahan izin untuk mengkonfirmasi hasil pelayanan perizinannya. Pemohon yang mendatangi loket pelayanan harus mengisi buku daftar pengambilan. Pemohon juga harus menyerahkan bukti tanda terima atau Resi pengajuan permohonan pelayanan perizinan kepada petugas di loket pelayanan. Dengan adanya bukti tanda terima pengajuan permohonan tersebut petugas loket dapat memberitahukan dan menyerahkan hasil pelayanan perizinannya.


Dalam rangka proses penanganan pelayanan, berkas pengajuan permohonan memiliki dua hal kemungkinan. Hal pertama ialah berkas pengajuan permohonan ditolak/ditangguhkan. Ini merupakan hak pemberi pelayanan untuk menolak/menangguhkan penanganan pelayanan. Penangguhan/penolakan pelayanan terjadi jika syarat-syarat administrasi yang menjadi ketentuan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemohon yang berkas pengajuannya terkait dengan masalah seperti tersebut akan di beri surat penolakan/penangguhan oleh Sekretariat Badan. Surat penolakan/penangguhan tersebut akan diserahkan oleh petugas di loket pelayanan penyerahan perizinan. Pemohon harus mengkonfirmasi perihal surat penolakan/penangguhan pelayanan perizinan tersebut.


Kemungkinan yang kedua adalah berkas pengajuan permohonan dapat diputuskan atau diterbitkan menjadi sebuah dokumen perizinan. Dokumen perizinan yang telah diberi penomoran dan pengarsipan oleh Sekretariat Badan dapat diserahkan kepada pemohon. Loket Penyerahan Perizinan yang bertanggungjawab dalam proses penyerahan dokumen perizinan. untuk mengambil dokumen perizinan tersebut, pemohon harus menunjukkan bukti tanda terima pengajuan permohonan pelayanan perizinan yangtelah dilaksanakan sebelumnya. Petugas loket akan menyerahkan rincian perhitungan SKRD/SKP Daerah kepada pemohon. Perhitungan SKRD/SKP daerah di berikan lebih dulu agar pemohon retribusi yang harus dikeluarkan. Pemohon harus membayar retribusi tersebut. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank Jabar yang berada di front line. Dengan demikian pemohon tidak harus keluar dari tempat pelayanan karena fasilitas tersebut sudah disediakan. Setelah melakukan pembayaran, pemohon akan mendapatkan tanda bukti pembayaran dari Bank Jabar.  Tanda bukti pembayaran tersebut digunakan untuk mengambil dokumen perizinan. Petugas di loket pelayanan penyerahan izin menerima tanda bukti pembayaran tersebut dan menyerahkan dokumen perizinannya. Dengan demikian kegiatan penyampaian hasil pelayanan perizinan telah selesai dilaksanakan. 
4.4. Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan dalam Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung


Pelayanan pengaduan dimaksudkan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna izin. Penyelenggaraan pelayanan atau penyampaian pengaduan dilaksanakan oleh Loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang berada di front line BPMPPT Kota Bandung. Dalam rangka penanganan masalah pengaduan yang tidak diselesaikan oleh Petugas Loket Pelayanan Pengaduan, ditangani lebih lanjut oleh petugas terkait yang berada di back line BPMPPT Kota Bandung. 


Pada proses penyampaian pengaduan, Loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan berfungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan. Laporan mengenai adanya keluhan diterima oleh loket pelayanan informasi dan pengaduan baik secara lisan, tulisan atau media lain yang telah disediakan oleh BPMPPT Kota Bandung. Pengaduan yang disampain, ditindak lanjuti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sejak pengaduan diterima.


Pengaduan yang disampaikan oleh pemohon, baik yang melalui Loket pengaduan, kotak suara, telepon/fax, sms, maupun email akan diterima oleh bagian informasi dan pengaduan. Petugas loket pelayanan pengaduan menerima pengaduan dari pemohon. Informasi pengaduan tersebut kemudian akan diverifikasi. Pemohon diberi penjelasan oleh petugas mengenai masalah yang diajukannya. Dari hasil penjelasan yang telah disampaikan, didapatkan suatu data entry (hal yang merupakan masukan/catatan) mengenai masalah pengaduan yang diajukan oleh pemohon. 


Pengaduan masalah yang tidak dapat diatasi dengan memberikan penjelasan, harus diselesaikan dan diproses lebih lanjut. Petugas pengaduan di Loket Pengaduan, memberikan resi dan nomor registrasi pengaduan kepada pemohon pelayanan pengaduan. Penyelesaian masalah pengaduan tersebut akan ditangani oleh Subdit Pengaduan. 


Subdit Pengaduan melakukan penganalisaan terhadap penyebab masalah yang terjadi. Setelah diketahui penyebabnya, Subdit pengaduan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Subdit Pengaduan menyampaikan hasil analisa tersebut  dan tindakan yang akan diambilnya kepada pemohon. Subdit Pengaduan, kemudian harus melaksanakan tindakan yang telah diambilnya.


Dalam rangka melaksanakan tindakan tertentu, Subdit Pengaduan harus melibatkan tim teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Namun apabila tidak perlu melibatkan tim teknis, hasil yang diperoleh langsung disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretariat Badan. Kepala Badan akan memverifikasi hasil laporan Subdit pengaduan. setelah adanya verifikasi dari Kepala Badan, Subdit Pengaduan menyampaikan kembali hasil verifikasi dari Kepala Badan tersebut kepada pemohon. 


Setelah adanya verifikasi dari Subdit Pengaduan, maka pemohon harus memberikan pernyataan puas atau tidak puas terhadap hasil verifikasi masalah yang diajukan. Apabila pemohon memberikan pernyataan puas terhadap hasil verifikasi itu, maka permasalahan telah selesai ditangani dan Subdit Pengaduan harus menyampaikan laporannya kepada Kepala Badan melalui Sekretariat Badan. Namun jika pemohon memberikan pernyataan tidak puas, maka kembali Subdit Pengaduan harus melakukan analisa penyebab dan rangkaian tindakan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Penanganan masalah pengaduan harus diselesaikan sampai adanya pernyataan puas dari pemohon.
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